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BUPATI SIKKA 

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
  

PERATURAN DAERAH  KABUPATEN SIKKA 

NOMOR 6 TAHUN  2016 
 

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI SIKKA, 
 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320     

ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah  beberapa kali 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda 

tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada 

DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah 

diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling 

lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran 

berakhir; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan 

Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2015; 

Mengingat  

 

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah 

Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan 

Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan 

Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 1655);  
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3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 

Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran 

Negara  Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12     

Tahun 1994  tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 

Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3569); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang  

Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 3851); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban  

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400); 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang  

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan  

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik  

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  5049); 
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11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tetang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   

Nomor 5679); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang  

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia       

Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4028); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   

Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 

2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang  

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4502); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4574); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang 

Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia         

Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4577); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4585); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 
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26. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 5         

Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah  (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka 

Tahun 2012 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Sikka Nomor 66); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 10         

Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2015  

(Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2014  

Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Sikka Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka 

Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 

2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2015   

Nomor 6); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIKKA 

dan 

BUPATI SIKKA 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015. 

 
Pasal 1 

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan 

memuat: 

a. Laporan Realisasi Anggaran; 

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 

c. Neraca; 

d. Laporan Operasional; 

e. Laporan Arus Kas; 

f. Laporan Perubahan Ekuitas;dan 

g. Catatan Atas Laporan Keuangan. 

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan 

disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. 
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Pasal 2 

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a 

tahun anggaran 2015 sebagai berikut: 

a. Pendapatan - LRA Rp. 882.618.608.611,50 

b. Belanja Rp. 798.578.370.488,00 

c. Transfer                                                 Rp.  96.661.427.540,00 

 Defisit Rp.  (12.621.189.416,50) 

d. Pembiayaan  

- Penerimaan Rp. 119.332.853.943,68  

- Pengeluaran                                        Rp. 3.000.000.000,00 

Pembiayaan Netto Rp. 116.332.853.943,68 

   

Pasal 3 

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

sebagai berikut: 

1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah                          

Rp. (24.121.891.388,50) dengan rincian sebagai berikut: 
a. Anggaran pendapatan  

setelah perubahan  Rp. 906.740.500.000,00 

b. Realisasi Rp. 882.618.608.611,50 

Selisih lebih/(kurang) Rp. 24.121.891.388,50 

 
2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah                                  

Rp. 129.990.739.793,71 dengan rincian sebagai berikut: 

a. Anggaran belanja  setelah perubahan Rp.1.025.230.537.821,71 

b. Realisasi Rp.   895.239.798.028,00 

Selisih lebih/(kurang) Rp.   129.990.739.793,71 

 
3. Selisih anggaran dengan realisasi defisit sejumlah       

Rp.(105.868.848.405,21) dengan rincian sebagai berikut: 

a. Anggaran defisit  

setelah perubahan  Rp.(118.490.037.821,71) 

b. Realisasi Rp.  (12.621.189.416,50) 

Selisih kurang Rp.(105.868.848.405,21) 

 

4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah  

Rp.2.157.183.878,03 dengan rincian sebagai berikut: 

a. Anggaran penerimaan pembiayaan Rp. 121.490.037.821,71 

b. Realisasi Rp. 119.332.853.943,68 

Selisih lebih/(kurang) Rp. 2.157.183.878,03 

5. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah 

Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut: 
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a. Anggaran pengeluaran  

pembiayaan setelah perubahan  Rp. 3.000.000.000,00 

b. Realisasi Rp. 3.000.000.000,00 

Selisih lebih/(kurang) Rp. 0,00  

6. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah 

Rp.2.157.183.878,03 dengan rincian sebagai berikut: 

a. Anggaran pembiayaan netto  

setelah perubahan  Rp. 118.490.037.821,71 

b. Realisasi                                           Rp. 116.332.853.943,68 

Selisih lebih/(kurang) Rp. 2.157.183.878,03 

 

Pasal 4 

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember   

Tahun 2015 sebagai berikut: 

a. Jumlah aset Rp. 1.145.982.494.440,81 

b. Jumlah kewajiban Rp.           5.371.203.846,25  

c. Jumlah ekuitas dana Rp. 1.140.611.290.594,56 

 

Pasal 5 

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun 

yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2015 sebagai berikut: 

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2014 Rp. 93.806.395.542,13 

b. Arus kas dari aktivitas operasi Rp. 95.559.838.939,66 

c. Arus kas dari aktivitas investasi aset  

non keuangan Rp. (105.065.070.786,00) 

d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan Rp. (2.667.455.089,00) 

e. Arus kas dari aktivitas nonanggaran Rp. 1.838.363.015,37 

f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2015 Rp. 83.472.071.622,18 

 

Pasal 6 

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d             

per 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut: 

a. Pendapatan -LO Rp. 906.449.182.259,62 

b. Beban Rp. 880.208.566.556,33  

c. Surplus -LO Rp. 26.240.615.703,30 

 

Pasal 7 

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f  per 

31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut: 

a. Ekuitas Awal Rp. 1.476.749.131.802,33 

b. Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp. 99.179.276.717,07  

c. Koreksi Ekuitas lainnya Rp.  (461.556.248.020,56) 

d. Ekuitas Akhir                                      Rp. 1.140.611.290.594,54 
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Pasal 8 

Laporan Perubahan saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam  

Pasal 1 huruf b  per 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut: 

d. Saldo anggaran Lebih Awal Rp. 121.092.815.599,71 

e. Penggunaan SAL Rp. 880.208.566.556,33  

f. SILPA                                                  Rp. 103.711.664.527,18  

g. Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp. 103.711.664.527,18 
 

Pasal 9 

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g 

tahun anggaran 2015 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun 

kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. 
 

Pasal 10 

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam    

Pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari: 

a. Lampiran 1 : Laporan realisasi anggaran 

Lampiran 1.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan 

pemerintahan  daerah dan organisasi; 

Lampiran 1.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan 

pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja 

dan pembiayaan; 

Lampiran 1.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut 

urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan 

kegiatan; 

Lampiran 1.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk 

urusan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan 

keuangan negara 

Lampiran 1.5 : Daftar piutang daerah; 

Lampiran 1.6 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; 

Lampiran 1.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset 

tetap daerah; 

Lampiran 1.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset 

lainnya; 

Lampiran 1.9 : Daftar kegiatan-kegitan yang belum diselesaiakan 

sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam 

tahun anggaran berikutnya; 

Lampiran 1.10 : Daftar dana cadangan daerah; dan 

Lampiran 1.11 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah; 

b. Lampiran II      :    Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) 

c. Lampiran III   :  Neraca 

d. Lampiran IV     : Laporan Operasional 

e. Lampiran V      :    Laporan Perubahan Ekuitas 

f. Lampiran VI     :    Laporan Arus Kas 

g.  Lampiran VII    :  Catatan atas laporan keuangan 
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Pasal 11 

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) 

terdiri atas: 

a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran  VII  Peraturan Daerah ini 

b. Iktisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah 

tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Daerah ini. 
 

Pasal 12 

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban 

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 

diatur dengan Peraturan Bupati.  
 

Pasal 13 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Sikka. 

 

Ditetapkan di Maumere 
pada tanggal 15 Agustus 2016 

 

BUPATI SIKKA 

CAP.TTD. 

YOSEPH ANSAR RERA 

 

Diundangkan di Maumere 
pada tanggal 15 Agustus 2016 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA, 
CAP.TTD. 

VALENTINUS SILI TUPEN 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2016 NOMOR 6 
 

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA 

 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 6 

 
 


